
1 
 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 176 TAHUN 2018 

TENTANG 

MASTER PLAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 – 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo saat ini masih bersifat 

sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola 

pengembangan dan dukungan kebijakan secara terpadu dan 

lintas sektoral yang diwujudkan dalam Master Plan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Master Plan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Master Plan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah 

Kota Probolinggo Tahun 2019-2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pitalebar Indonesia 2014 – 2019; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Nasional; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara 

Negara; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi 

Penyelenggara Negara; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 

Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk 

Pengembangan eGovernment Lembaga; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 

Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

65 Tahun 2011; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 

tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016 

tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016-2018; 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Master Plan e-Government Tahun 2010-2029 (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 35); 

22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 

Nomor 19); 

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 

Nomor 96); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTER PLAN PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2023. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Master Plan Pengembagan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 

2019-2023. 

 

Pasal 2 

Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari : 

a. Bagian 1 Ringkasan Eksekutif; 

b. Bagian 2 Manajemen Pengembangan Master Plan TI; 

c. Bagian 3 Arsitektur Bisnis; 

d. Bagian 4 Strategi Pengembangan TI; 

e. Bagian 5 Arsitektur Informasi; 

f. Bagian 6 Arsitektur Aplikasi; 

g. Bagian 7 Arsitektur Infrastruktur; 

h. Bagian 8 Organisasi dan Manajemen TI; dan 

i. Bagian 9 Pembiayaan dan Pentahapan Implementasi. 

 

Pasal 3 

Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk : 

a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan 

b. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
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Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal   28 Desember 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       28 Desember 2018  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 176 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 
 


